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Selain itu Herry juga mengeluarkan Perwal
Nomor 5 tahun 2008 tentang kearifan lokal
untuk.pehdidikan di sekolah-sekolah
Yo art: elalui perwal tersebut sekolah-
sekolah wajib memberikan pelajaran muatan

lokal yang mendidik peserta didik tentang etika,

budaya lokal Yogyakarta dan Indonesia secara
umum.

Herry sendiri menyadari, beberapa tahun ter-

akhir ini kebebasan kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa lebih dihargai. Kebebasan
berpalitik, kebebasan berpendapat, lebih terbu-
ka tanpa ada tekanan, larangan maupun anca-
man. Namun di tengah semua kebebasan
tersebut, Merah Putin diatas segala-galanya.

_ “Jangan sampai kepentingan-kepentingan
palitik, kesukuan, golongan sampai bertenta-
ngan dengan Merah Putih. Utamakan Merah
Putih,” tandasnya, i

Budaya lokal

Kasubag Perundang-undangan Bagian
Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari
mengatakan, melalui perwal tersebut setiap
peserta didik di Kota Yogyakarta sedini
mungkin harus dikenalkan budaya lokal dan
budaya Indonesia. ]

“Nilai-nilai budaya ini tidak bisa dipisahkan
dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai budaya ini
akan mewarnai nilai kebangsaan sehingga ke-
duanya akan bersinergi dan menjiwai nilai
kebangsaan sendiri. Dengan begitu Bhineka
Tunggal |ka bukan hanya slogan semata tetapi
benarbenar bisa diterapkan secara nyata de-
ngan landasan nilai budaya dan nilai
kebangsaan yang ada,” terangnya.

Perwal tersebut, pada tahun 2011 ini akan
semakin diperkuat dengan Perwal tentang ke-
wajiban sekolah di Yogyakarta untuk mengajak
siswanya menyanyikan |agu kebangsaan di awal
dan akhir proses belajar. Selain itu juga ada
perwal yang mewajibkan seluruh kantor, instan-
si bahkan mobil dinas untuk memasang ben-
dera merah putih setiap harinya, Bahkan tahun
ini pemkot Yogya tengah menyusun Peraturan
Daerah (Perda) tentang Wawasan Kebangsaan.

Kabag Hukum Pemkot Yogyakarta, Basuki
Hari Saksono mengatakan, saat ini pihaknya
melihat orang tidak lagi bangga dengan merah
putih. Menurutnya, saat ini orang justru lebih
bangga dengan bendera kelompok, bendera
partai dan bendera produk iklan.

Ini tedihat dari maraknya bendera-bendera
itu yang lebih mendominasi pada setiap perhe-
latan acara-acara yang digelar masyarakat.

“Seperti ketika terjadi bencana gempa 2006

lalu, bendera parpol dan bendera kelompok
lebih mendominasi daripada Merah Putih. Pada
hari besar nasional antusiasme masyarakat
untuk memasang bendera merah putih juga
mulai memudar,” jelasnya.

Lebih prihatin lagi kata dia, anak-anak seko-
lah saat ini juga tidak |agi hafal lagu wajib na-
sional tapi justru lebih hapal dengan lagu-lagu
populer. Kondisi ini menurutnya, jelas telah
menggambarkan bahwa nilai-nilai kebangsaan
di kalangan masyarakat semakin meluntur.
Padahal Yogyakarta selama ini dikenal sebagai
Kota Perjuangan. Karena itulah, melalui perda
wawasan kebangsaan ke depan diharapkan

ilai-nilai g dalam Sy a
Yogyakarta semakin tertanam dengan baik.

Terpisah Wulandari mengatakan, pihaknya
masih membahas lebih jauh tentang perda
wawasan kebangsaan tersebut. "Saat ini te-
ngah kita konsultasikan internal dan akan Kita
konsultasikan ke provinsi jangan sampai me-
langgar PP nomor 38 tahun 2007," tegasnya.

Konsultasi itu membahas apa-apa yang bisa
diatur dalam perda tentang wawasan
kebangsaan Ini. Karena dikhawatirkan perda
tersebut justru akan mengkotak-kotakkan
semangat kebangsaan padahal Indonesia ini
satu dalam semangat kebhinekaan.

Karenanya penanaman nilai kebangsaan
melalui perda tersebut diharapkan nanti justru
tidak meng} daerah-daerah tetapi
Justru menjad has Yogyakarta dalam tetap
menjaga semangat dan jiwa kebhinekaan terse-
but, M ed: indra wisnu
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ntuk menumbuhkan dan menanamkan Selain itu setiap perkamtoran di Kota
U nilai-nilai kebangsaan dalam diri Yogyakarta juga diwajibkan mengibarkan ben-
masyarakat, Wali Hota Yogyakarta mewa- dera merah putih di halaman kantor tersebut.
jibkan seluruh pengusaha untuk mengibarkan Begitupula setiap mobil dinas di Pemerintah
bendera merah putih di setiap tempat usaha Kota (Pemkot) Yogyakarta juga wajib
mereka. Aturan pengibaran bendera merah |  memasang bendera merah putih.
putih tersebut disyaratkan dalam kepengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang
izin gangguan atau HO melalui Dinas Perizinan akan memulai bekerja di Pemkot Yogyakarta
setempat. . juga selalu dibekali wawasan kebangsaan.

“Itu kita masukkan dalam persyaratan HO. Melalui pembekalan dan pemantapan wawasan
Semua pengusaha yang mengurus HO harus kebangsaan tersebut setiap CPNS diharapkan
membuat pernyataan kesanggupan memasang bisa menjalankan profesinya secara maksimal.
bendera merah putih di depan usahanya, dan “PNS harus lebih mengedepankan integritas,
ini wajib,” terang Wali Kota Herry Zudianto. loyalitas, dan totalitas dalam mengemban pro- -

Surat kesanggupan yang dibubuhi materai fesi sebagai abdi dan pelayanan masyarakat,”
tersebut menurut kepala Dinas Perizinan tandas Herry.
setempat Hery Karyvawan bisa dijadikan lan- Menurutnya, setiap CPNS harus memiliki
dasan pengenaan sanksi jika yang bersangku- visi yang jelas yakni mau menjadi bagian dari
tan tidak melaksanakannya. “Jika ke depan penegakan pemerintahan yang baik, bersih dan
tidak dilaksanakan maka sanksinya bisa beru- transparan. Wawasan kebangsaan semacam
pa teguran dan terus bertahap hingga pencabu- inilah menurutnya yang harus dimiliki setiap
tan izin," terangnya. CPNS di Kota Yogyakarta. m

Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum Positif Biasa Untuk Diketahui

2. Dinas Perizinan
3. Kantor Kesatuan Bangsa
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